
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN

SSPD, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN

BPHTB, TATA CARA PENAGIHAN PA.IAK, TATA CARA PENGURANGAN

ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN

ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN TATA CARA

PENGHAPUSAN PIUTANG BPHTB

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketcntuan Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 14. Pasal 18, Pasal 20 clan Pasal 22 Peraturan Daerah

Kabupaten Kdungkung Nomor 3 Tahun 2011 lenlang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu disusun Tata
Cara Pelaporan, Bcntuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian SSPD.
Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan BPHTB,
Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketctapan Pajak. dan Tata Cara Penghapusan
Piutang BPHTB;

b. bahwa pajak BPHTB mcrupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan meningkatkan pelayanan kcpada masyarakat maka
perlu diikuti dengan tertib administrasi perpajakan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menibentuk Peraturan Bupali
Klungkung tentang Tata Cara Pelaporan, Bentuk, lsi dan Tata
Cara Penyampaian SSPD, Sistem dan Prosedur Pengelolaan
dan Pemungutan BPHTB, Tata Cara Penagihan Pajak. Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Tata Cara
Penghapusan Piutang BPHTB;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tenlang Pcmbentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 'Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 'Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

9. Pcraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenlang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bcndahara Serta Penyampaiannya;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kcrja Pcrangkat Daerah
Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 201 1
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG TATA CARA

PELAPORAN, BENTUK. ISI DAN TATA CARA

PENYAMPAIAN SSPD, SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN BPHTB, TATA CARA

PENAGIHAN PAJAK, TATA CARA PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BPHTB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pcndapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjiitnya disingkat
DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Klungkung.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjiitnya disingkat BP1ITB
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan aiau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau Badan.



4. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, lermasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak. pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesaluan. baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun. firma, kongsi, koperasi. dana pensiun. persekutuan. perkumpulan.
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

7. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Leiang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

8. Kantor Leiang Negara adalah Kantor Leiang Negara di Provinsi Bali.

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat Tungsional yang ditunjuk unluk menerima.
menyimpan. menyctorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Liang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

10. Bendahara Penerimaan Pembanlu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk unluk
menerima. menyimpan. menyetorkan. menatausahakan. dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit kerja Dinas Pcndapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Klungkung..

11. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB tcrutang dari Wajib Pajak.

12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
yang menyatakan telah tcrjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa sural perjanjian. dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan Iain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjumya disingkat SSPD
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak tcrutang ke Kas Daerah atau lempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan daia perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

14. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak
lain.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang tcrutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyctorannya.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pemungutan BPHTB meliputi:

a. Tata cara pelaporan;

b. Bentuk, isi dan tata eara penyampaian SSPD:

c. Sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan BPHTB;

d. Tata cara pengurangan SSPD serta pendaftaran akta dan pcngurusan akta
pemindahan hak;

e. Tata cara penagihan pajak;

f. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administartif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak; dan

». Tata cara pengapusan piutang BPHTB.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki fungsi yang
meliputi:

a. fungsi pelayanan;

b. fungsi pengolahan data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuandan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
DPPKA harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan. meliputi:

a Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan
BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

b Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf bbertugas
untuk mengelola database terkait objek pajak.

e Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN BPHTB

Pasal 4

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk mcmberikan informasi tentang realisasi

penerimaan BPHTB sebagai bagiandari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

e
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Pasal5

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan mcnyiapkan Laporan BPHTB bcrdasarkaii
dokumen-dokumen dari Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT/Pejabat leiang.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari
Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Ilak
atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atau risalah leiang
dari Kepala Kantor yang membidangi pelayanan leiang negara paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD

Pasal6

(1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir SSPD adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibual dalam rangkap 6
(cnam) dengan peruntukan sebagai berikut:
1. Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.

2. Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

3. Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

4. Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD

BPHTB.

5. Lembar 5:

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

6. Lembar 6:

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada

Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Pasal7

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSPD BPHTB dengan bentuk dan isi
sesuai dengan formulir SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu kali peralihan hak.
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BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 9

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan. penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1) diserlai
dengan pemeriksaan lapangan.

(4) 'Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak
melalui Bendahara Penerimaan pada DPPKA.

(3) Tata cara penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN SSPD SERTA PENDAFTARAN AKTA DAN

PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK

Pasal 11

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat dibcrikan pengurangan BPHTB yang besamya
diletapkan sebagai berikut:

1. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk ;

Wajib Pajak orang pribadi yang mempcroleh hak atas tanah dan aiau bangunan
Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana seria Rumah Sangat
Sedcrhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara
angsuran;

2. sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk ;

a. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan
telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh)
tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan
dari Bupati:

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawalr.
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c. Wajib Pajak yang mempcroleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak:

d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak
berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab
lainnya seperti kebakaran, banjir. tanah longsor. gempa bumi. gunung meletus.
dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
saat terutang;

e. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan
yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. aniara lain untuk panti
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat:

3. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
Pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kcmampuan secara
ekonomis;

b. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentara
Nasional indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI). Pensiunan PNS.
Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/ duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah:

4. sebesar 100 % (seratus persen) untuk ;

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganli atas tanah
yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus;

b. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum
melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan
setelah pengurangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di alas wajib mengajukan
permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 13

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui
Kepala DPPKA.

(2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
secara tcrtulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jclas dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
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Pasal 14

(1) Kepala DPPKA dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
surat permohonan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB
yang diajukan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) berupa mengabulkan sebagian.
atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewal dan Kepala
DPPKA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB
yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mcngacu kepada kctcntuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.

(4) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan
Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) DPPKA dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam
rangka pendaftaran Pemindahan Hak

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah daivaiau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Leiang sesuai peraturan
perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Leiang melakukan penelitian alas objek pajak
yang haknya dialihkan.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) 'Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Pcraturan
Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN BPHTB

Pasal 18

(1) 'Tata cara penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar
oleh Wajib Pajak.

(2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) daa'atau Surat Kcietapan Pajak
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Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuli dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS1

ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK

Pasal 19

Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapal :
a. mengurangkan atau menghapus sanksi adminisirasi berupa bunga. denda.

dan/atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPDKB aiau SKPDKBT.
dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketctapan pajak atau STP yang tidak
benar;

c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketctapan pajak basil pemeriksaan
yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pembcritahuan hasil pemeriksaan
atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pasal 20

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan aiau
pembatalan ketetapan pajak hams mcmcnuhi ketentuan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1(satu) STP, SKPDKB atau SKPDKBT:
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan

yang mendukung permohonannya;
c. Disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan

Keuangan dan Aset;
d. Dalam hal mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang:
e. Dalam hal mengajukan permohonan pengurangan atau pembalalan ketetapan

pajak Wajib Pajak mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung
permohonannya;

f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak. dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak. sural permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus:

Pasal 21

(1) Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
keputusan Bupati atas permohonan yang pertama dikirim.
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Pasal 22

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(2) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Bupati lidak memberi suaiu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan
harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 23

(1) Keputusan yang diterbitkan Bupati dapat berupa mengabulkan sebagian atau
seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib
Pajak

(3) 'Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BPHTB

Pasal 24

Piutang BPHTB yang dapat dihapuskan adalah :

1. Piutang BPHTB yang tercantum dalam:
a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB):
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT):
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. dan Putusan
Banding.

2. Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi DPPKA
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. discbabkan karena ;
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal

dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi:
c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan

Surat Paksa kepada penanggung Pajak;
d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

3. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi DPPKA yang
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. discbabkan karena :
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi , atau pailit dan pengurus. direksi. komisaris.

pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapal ditemukan:

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi:
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan

Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator. pengadilan negeri.
pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa: atau
e. scbab lain sesuai hasil penelitian.
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Pasal 25

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKA dan hasilnya
dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam aval (1) harus
menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih
lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 26

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat diusulkan unluk
dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

Pasal 27

DPPKA setiap bulan Juni dan bulan Desember menyusun Dal'tar Usulan Penghapusan
Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26.

Pasal 28

DPPKA menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 kepada Bupati

Pasal 29

(1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak
berdasarkan usulan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28.

(2) Tata cara penghapusan piutang BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABX

FASILITASI

Pasal 30

(1) Kepala DPPKA melakukan fasilitasi Pelaksanaan Pcraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan.
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, melaksanakan sosialisasi. supervisi dan bimbingan teknis serta
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Bupati.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal ^A^gystus 201

Ditetapkan di Semarapura

pada ianugal 24 Amistus 201

patlKll'Ngkung.

SEKRE M KABUPATEN KLUNGKUNG,

UPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 26
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